
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377);

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ten tang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019;

a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan, maka perlu menyusun Rencana Aksi
Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Balangan Tahun 2015-2019
sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan
pembangunan milenium;

BUPATI BALANGAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015-2019

TENTANG

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

BUPATIBALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

.' "



11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 43);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat AMPL

merupakan program yang bertujuan untuk membangun prasarana dan
sarana air minum dan penyehatan lingkungan sehingga meningkatkan
aksesibilitas masyarakat terhadap air mmum dan penyehatan
lingkungan.

6. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RADAMPLadalah dokumen
operasionalisasi kebijakan Daerah jangka menengah dalam
pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan
pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam
rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan
Millennium yakni 100 % Universal Access pada Tahun 2019.

7. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang
selanjutnya disingkat PAMSIMASadalah program yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses ketersediaan air bersih
dan air minum bagi masyarakat yang bersamaan dengan swadaya
masyarakat dalam pemenuhan sarana sanitasi bagi keluarganya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau
disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.

10. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPDuntuk periode 1 (satu) tahun.

Pasall

BAB I
KETENTUAN UMUM

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PENYEDlAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN TAHUN 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

3



Dalam hal pelaksanaan RADAMPLKabupaten Balangan Tahun 2015-2019
dengan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Balangan maka pelaksanaan program / kegiatan terse bu t dikoordinasikan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD teknis terkait.

Pasal6

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Balangan Tahun 2015-2019 adalah
melalui RKPD,Renja SKPD,APBDKabupaten Balangan, serta dapat melalui
integrasi RAD AMPL Kabupaten Balangan ke dalam program/kegiatan
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia us aha, dan masyarakat.

Pasal5

BAB III
PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2015-2019

RAD-AMPL Kabupaten Balangan Tahun 2015-2019 yang disusun
berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan untuk mendukung percepatan
pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium 2015 dan target Standar
Pelayanan Minimal bidang air minum dan sanitasi 2019 menjadi dokumen
yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD
Kabupaten Balangan sampai dengan 2019.

Pasal4

RAD-AMPLKabupaten Balangan Tahun 2015-2019 berfungsi sebagai :
a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi

,,- daerah jangka menengah;
b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang
menerapkan pendekatan PAMSIMASdan pendekatan kelembagaan;

c. media internalisasi prograrrr/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMASke
dalam program/kegiatan SKPDyang menangani bidang AMPL;

d. acuan pengalokasian anggaran APBDbagi program-program peningkatan
kinerja pelayanan AMPL.

Pasal3

RAD-AMPL Kabupaten Balangan Tahun 2015-2019 berperan sebagai
rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan program
pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian
pendekatan AMPLberbasis masyarakat selama Tahun 2015 sampai dengan
Tahun 2019 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan
Pembangunan Millennium dan 100 % Universal Access Tahun 2019.

Pasal2

BAB II
PERAN DAN FUNGSI RAD AMPL KABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2015-2019

4



Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi AMPLKabupaten Balangan Tahun
2015-2019 adalah sebagai berikut :

a. pemantauan pelaksanakan RADAMPLdilakukan minimal 2 (dua) kali
dalam setahun;

b. evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun
pelaksanaan;

c. hasil pemantauan dan evaluasi RADAMPLmenjadi bahan penyusunan
kebijakan AMPLtahun berikutnya dan merupakan informasi publik;

d. Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi programjkegiatan
RAD-AMPLyang menjadi tanggung jawab SKPDmasing-masing;

e. dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaianj penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan
tindakan perbaikan j penyempurnaan;

f. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RADAMPLmenyampaikan
hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Pokja AMPLjSanitasi;

g. masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada
Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas
kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;

h. masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut
pendapat dan masukannya tersebut;

1. Ketua Pokja AMPLjSanitasi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil
pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD
AMPL;

Pasal9

BABIV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL KABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2015-2019

(2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPLterjadi perubahan capaian sasaran
tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019,
maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD
berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RADAMPL.

(1) Pelaksanaan RAD AMPLKabupaten Balangan Tahun 2015-2019 tetap
harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
tahun sebelumnya.

Pasal8

Pendanaan pelaksanaan RADAMPLKabupaten Balangan Tahun 2015-2019
terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan
tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah
Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal7
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BERITADAERAHKABUPATENBALANGANTAHUN2015 NOMOR6

H. RUSKARIADI

~BUPATIBALANGAN0l

Jd./
~ H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Maret 2015

D· k di rI· .itetap an 1 f anngm
pada tanggal ,3 Maret 2015

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Pasal10

BABV
KETENTUAN PENUTUP

J. dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya
ketidaksesuaianjpenyimpangan, Ketua Pokja AMPLjSanitasi
menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan
untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;

k. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut
perbaikanjpenyempurnaan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua
Pokja AMPLjSanitasi;

l. Ketua Pokja AMPLjSanitasi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi
kepada Bupati.
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